WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR g% /W /12 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 pada setiap
Perangkat Daerah perlu menunjuk dan menetapkan
Pejabat Pengelola Keuangan;

b. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Penunjukan Pejabat  Pengelola
Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Magelang Tal:un Anggaran 2020;
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Mengingat

_ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah  Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan

Jawa Barat,

_ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan- Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

_Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

_ Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Memperhatikan:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun
2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara serta Penyampaiannya;

Surat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Magelang Nomor : 045.2/06/440, Perihal Daftar
Usulan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang
Tahun 2020 BPKAD Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN  WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun
Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Keputusan Walikota ini.

Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan
Walikota ini.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU diberikan
honorarium yang besarnya ditetapkan oleh masing-masing
Kepala Perangkat Daerah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.



KELIMA

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditdtapkan di Magelang

pa la tanggal 2 Januvari 2020
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LAMPIRAN [
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR G\ /u/11
TENTANG PEJABAT PEN
BADAN PENGELOLA KEUANG
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGA

7. TAHUN 2020
GELOLA KEUANGAN PADA
AN DAN ASET DAERAH

RAN 2020

PEJABAT PENGELO
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAE

LA KEUANGAN
RAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2020

NIP.19731014 199903 1 004

Riana Devy Wahyu Kusumawardani,

SE, M.Ec. Dev.MIDS
NIP. 19811203 wloomo.n. 1010

Dewi Kurniawati waulandari, SE,Akt
NIP. .Hm.woopou 200604 2 024
Wisnu Chandra Kusuma, S.Kom
NIP. 19850407 201 101 1 006
Nanang Kristiyono, S.STP, M.Si
NIP.19790517 199802 1001
Nuri Nurhayati,SE

NIP. 19770101 G.ooow 2 004
Rina Umi Wardani,A.Md
NIP.19781011 200604 2 008
Endang Suliyanti

NIP. 19690729 200801 2 006
Dimas Prasetyo Adii, AMd ‘

NIP. 19930217 201502 1 001

Penata Tk. 1/ TiLd

Penata Tk. 1/ 1ILd

Penata / Ill.c

Pembina / IV.a

| penata Tk. 1/ 1Ld

Penata Muda / IlL.a
Pengatur / Il.c

Pengatur \. Il.c

=

Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Sub. Bidang
Pengembangan Akutansi
Amalis Konsolidasi Laporan
Keuangan.

Sekretaris BPKAD

Nm.mﬁ_uwm. Noﬁm:mmﬁ dan
Program _ = ]
Penyusun Laporan Keuangan
Bendahara

Analis vnﬁmm.& w.uh,m.w

Analis Kebijakan Klasifikasi
Barang

1.005.02456.2

P

oo.wm».mmp.m.mm?ooo

PANGKAT /

NO NAMA / NIP GOLONGAN JABATAN NO. REK. BANK NPWP KEDUDUKAN

1 2 3 4 5 6 7
Wawan Setiadi, SE,MA,M.SE. Pembina Tk.I / IV.b Kepala Badan Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran SKPKD

Pejabat Penatausahaan xo:wbmmu mg
( PPK SKPKD )

|Bendahara Pengeluaran SKPKD

Kuasa Pengguna Anggaran SKPD

Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD |
Bendahara Pengeluaran SKPD

Bendahara Penerimaan

Wnsnmw._mhm Penerimaan «.ﬁ:wmua

Pemanfaatan Aset




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR gW/ W /w2 TAHUN 2020

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN
ANGGARAN 2020.

TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA

BADAN BADAN PENGEL;OLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

1. Tugas dan Kewenangan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat

Pengguna Anggaran :

a
b

k

L

Menyusun RKA SKPD;

menyusun DPA SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
melakukan pengujuan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan,

menandatangani SPM;

mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat
Daerah yang dipimpinnya;

mengelola barang milik daerah |/ kekayaan Daerah yang menjadi
tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya,;

menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
yang di pimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang di

pimpinnya;

m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainya berdasarkan

n.

kuasa yang di limpahkan Walikota,
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah.
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2. Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Magelang yang di limpahkan kepada :

a. Kuasa Pengguna Anggaran SKPKD pada Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Magelang yang menandatangani SPP, SPM
serta dokumen lainnya yang sah untuk Belanja Bantuan dan Tidak
terduga dan Pembiayaan.

b. Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah menandatangani SPP,
SPM serta dokumen lainnya yang sah untuk Belanja Tidak langsung

( Belanja Pegawai ) dan Belanja Langsung.

3.Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Perangkat Daerah:

a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang di
sampaikan oleh bendahara pengeluaran;

b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan
Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang di tetapkan sesual
dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran,;

c. Melakukan Verifikasi SPP;

d. Menyiapkan SPM;

e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;

f. Melakukan Akuntansi Perangkat Daerah;

g. Menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah.

4.Tugas Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yaitu menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan
APBD pada Perangkat Daerah.

5. Kewenangan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah :

a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU
dan SPP-LS;

b. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan;
¢. Melakukan Pembayaran dari Uang persediaan yang di kelolanya;
d. Menolak Perintah dari Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna

Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.



6. Tugas Bendahara Penerimaan |/ Bendahara Penerimaan Pembantu
Pemanfaatan Aset yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan

pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

7. Kewenangan Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu
Pemanfaatan Aset : H

a. Menerima penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;

b. Menyimpan seluruh penerimaan;

c. Menyetorkan penerimaan yang diterifia dari pihak ketiga ke

rekening Kas Umum Daerah paling la

bat 1 hari kerja;
d. Mendapatkan bukti transaksi atas/ pendapatan yang di terima

melal;ui Bank.



